BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KONAWE

Menimbang

Mengingat

SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk
melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat
daerah induknya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas
pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Konawe selatan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4267);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494),



Menetapkan

=D

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan
dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 451);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Tahun 2016 Nomor 8);

8. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 53 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Konawe Selatan.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe
Selatan.

3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Konawe Selatan.

5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Konawe Selatan.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Konawe Selatan.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat
UPTD adalah wunsur pelaksana teknis Dinas yang
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu.



8.

9.

(1)

i

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya di
singkat Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Konawe
Selatan.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk UPTD pada Dinas, terdiri
atas :
a. UPTD Pengelola Pasar terdiri dari 10 UPTD yaitu:
UPTD Pengelola Pasar Baito
UPTD Pengelola Pasar Lapoa
UPTD Pengelola Pasar Lalembuu
UPTD Pengelola Pasar Motaha
UPTD Pengelola Pasar Tinanggea
UPTD Pengelola Pasar Punggaluku
UPTD Pengelola Pasar Andoolo Utama
UPTD Pengelola Pasar Kolono
UPTD Pengelola Pasar Ranomeeto

10 UPTD Pengelola Pasar Basala
b. UPTD Sentra Indrustri Kecil Menengah (Sentra IKM)

PRND KGN

(2) Bagan struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud

(1)

(2)

pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Kedua
Klasifikasi

Pasal 3
Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1), dibedakan dalam 2 (dua)
klasifikasi.
Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sebagai berikut :
a. Unit Pelaksana Teknis Dinas kelas A untuk mewadahi
beban kerja yang besar; dan
b. Unit Pelaksana Teknis Dinas kelas B untuk mewadahi
beban kerja yang kecil.
Penentuan klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri.



BAB III
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 4
(1) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2) UPTD merupakan bagian dari perangkat daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
UPTD Pengelola Pasar

Pasal 5

UPTD Pengelola Pasar mempunyai tugas Sebagai pelaksana
teknis pengelolaan dan manajemen pasar rakyat yang ada di
Kecamatan.Melaksanakan kewenangan dalam perumusan
kebijakan teknis dibidang pengelolaan dan pengembangan
pasar rakyat , pengelolaan urusan pemerintahan dan
pelayanan umum dibidang pengelolaan dan pengembangan
pasar rakyat, pembinaan pelaksanaan dibidang pemeliharaan
dan ketertiban pasar, penataan pengembangan pasar,
retribusi, kebersihan pasar.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5, UPTD Pengelola Pasar menyelenggarakan fungsi :

a. Sebagai Pendorong pasar tradisional mampu berkompetisi
dan berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko
modern;

b. Mengakselerasi percepatan  pertumbuhan ekonomi
khususnya pada sektor perdagangan,;

c. Pelaksanakan kewenangan dalam perumusan kebijakan
teknis dibidang pengelolaan dan pengembangan pasar
rakyat , pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum dibidang pengelolaan dan pengembangan pasar
rakyat, pembinaan pelaksanaan dibidang pemeliharaan
dan ketertiban pasar, penataan pengembangan pasar,
retribusi, kebersihan pasar;

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD.

Pasal 7

(1) Susunan organisasi UPTD Pengelola Pasar Kelas A, terdiri
atas :
a. Kepala UPTD;
b. Kasubag Tata Usaha;
c. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi UPTD Pengelola Pasar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
Lampiran Peraturan ini.



(1)

(1)
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Pasal 8

Kepala UPTD Pengelola Pasar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas
Melaksanakan dan  mempersiapkan  bahan-bahan
perumusan kebijakan, program dan kegiatan di bidang
pengelolaan pasar mliputi pembinaan, pengawasan,
pengendalian dan  penggunaan  pasar termasuk
pemungutan retribusi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi :

a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan UPTD
Pengelola Pasar sesuai dengan SOP agar pemanfaatan
pasar lebih maksimal;

b. Merumuskan  sasaran kegiatan operasional UPTD
Pengelola Pasar sesuai dengan kondisi lapangan
sehinga pekerjaan tepat mutu, kualitas dan tepat
sasaran,;

c. Mengkoordinasikan kegiatan UPTD Pengelola Pasar
secara bersama-sama dgn instansi terkait untuk
terciptanya sinkronisasi tugas;

d. Melaksanakan pembinaan, penataan, dan penempatan
pedagang sesuai dengan aturan yang berlaku agar
tercipta ketertiban dan keamanan di dalam pasar;

e. Mengendalikan penggunaan sarana dan prasarana Unit
Pelaksana Teknis Dinas pengelola Pasar dengan
membuat daftar penggunaan sarana dan prasarana
UPTD agar penggunaan sarana dan prasarana dapat
terkendali dengan baik;

f. Melaksanakan pengawasan penggunaan pasar serta
pemeliharaan kebersihan pasar dengan selalu
mengontrol agar terciptanya pelaksanaan tugas dengan
baik;

g. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi
pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atas
pengunaan pasar sesuai dengan peraturan yang
berlaku agar pemungutan dan pemanfaatn PAD lebih
maksimal;

h. Mempersiapkan pelayanan administrasi ijin pemakaian
kios, balairung, tanah, dan pelataran pasar kepada
pedagang/pengguna pasar sesuai peraturan yang
berlaku demi kelancaran operasional pasar;

i. Melaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kegiatan UPTD Pengelola Pasar sesuai dengan prosedur
dan ketentuan yang berlaku untuk menjadi perbaikan
selanjutnya dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 9
Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan
urusan surat menyurat, perjalanan dinas, kepegawaian,
keuangan, aset, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPTD.



(2)

(3)

-6 -

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD

Pengelola Pasar.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan

fungsi :

a.Menyusun Rencana Kerja kegiatan Unit Pelaksana
Teknis Dinas Pengelola Pasar sesuai dengan prosedur
yang di tentukan agar dalam pelaksanaannya berjalan
dengan baik;

b. Menginventarisasi dan menyusun rencana kebutuhan
peralatan bahan dan operasional Unit Pelaksana Teknis
Dinas Pengelola Pasar sesuai dengan ketentuan yang
berlaku untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan kegiatan, surat menyurat, dan Dokumen
kearsipan surat-surat Dinas sesuai ketentuan yang
berlaku untuk kelancaran dalam pelaksanan tugas;

d. Menelah serta mendokumentasikan Peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan
pelaksanaan kegiatan UPTD dengan menyusun pada file
yang tersedia untuk tercapainya pelaksanan tugas.

e. Mengndalikan pengelolaan surat - surat keluar yang
meliputi pencatatan, pengagendaan, pengiriman dan
penyimpanan arsip sesuai dengan aturan yang berlaku
agar memudahkan pencarian dan tertib adminstrasi;

d. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sesuai

dengan kebutuhan sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan pimpinan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

e. Melaksanakan infentarisasi, verifikasi dan pelaporan

pelaksanaan anggaran kepada pengelola keuangan di
instansi terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku;

f. Melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tata

Usaha UPTD secara berkala agar tercapai sasaran
kegiatan yang di harapkan;

g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan

prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan
pertanggung jawaban.

Paragraf 2
UPTD Sentra IKM

Pasal 10

(1) UPTD Sentra IKM mempunyai tugas melaksanakan

kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan alat-alat
Usaha IKM dan melakukan pembinaan terhadap IKM
dalam mendesain, mengembangkan dan meluncurkan
sebuah produk yang berdaya saing dipasar Lokal maupun
pasar luar negeri melalui fasilitasi-fasilitasi baik terhadap
SDM IKMnya maupun pada produk yang dihasilkan Unit
Pelayanan Teknis (UPTD Sentra IKM).



-

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

(1)

(2)

Pasal 10, UPTD Sentra IKM menyelenggarakan fungsi
Sebagai tempat pemusatan kegiatan Industri kecil dan
industri menengah yang menghasilkan produk sejenis,
menggunakan bahan baku sejenis, atau mengerjakan
produksi yang sama dan dilengkapi dengan sarana dan
prasarana guna meningkatkan Penyebaran dan
pemerataan serta meningkatkan nilai tambah dan daya
saing Produk wusaha hasil Industri kecil maupun
menengah.

Pasal 11
Susunan organisasi UPTD Sentra IKM Kelas A, terdiri atas:
a. Kepala UPTD;
b. Kasubbag Tata Usaha;
c. Jabatan Fungsional.
Bagan struktur organisasi UPTD Sentra [KM sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran
Peraturan ini.

Pasal 12

Kepala UPTD Sentra IKM sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin,
mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan
pelaksanaan kegiatan tugas operasional pelayanan teknis,
pembinaan, alih teknologi, pengembangan desain,
menyediakan sarana industri, ketatausahaan dan
pelayanan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi :

a. Merencanakan Kegiatan UPTD Sentra IKM;

b. Merumuskan sasaran kegiatan operasional UPTD
sentra Industri Kecil dan Menengah sesuai dengan ;

c. Mengendalikan penggunaan sarana dan prasarana Unit
Pelaksana Teknis Dinas Industri Kecil dan menengah
dengan membuat daftar penggunaan sarana dan
prasarana UPTD agar penggunaan sarana dan
prasarana dapat terkendali dengan baik;

d. Mengkoordinasikan Kegiatan UPTD Sentra IKM dengan
instansi terkait;

e. Melaksanaan Pembinaan bagi pelaku IKM melalui
Pelatihan dan Bimbingan teknis guna meningkatkan
SDM Pelaku IKM dalam peningkatan Kualitas Produk
IKM;

f. Menganalisa data maupun laporan hasil pelaksanaan
kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas Industri Kecil
dan Menengah dengan mempelajari, memahami dan
meneliti kembali sehingga diperoleh masukan sebagai
bahan penyempurnaan lebih lanjut;

g. Melaksanakan Pengawasan Penggunaan alat Produksi
serta pemeliharaan Kebersihan UPTD Sentra IKM
dengan cara monitoring dan evaluasi kegiatan agar
terciptanya kondisi UPTD yang baik dan tertata sesuai
dengan prosedur yang berlaku;



(2)

3)

i

h.Melaksanakan intensifikasi ekstensifikasi dengan
melakukan Pemungutan retribusi bagi pelaku IKM
dalam Penggunaan alat Produksi dan Ruang Produksi
UPTD Sentra IKM;

i. Melakukan seleksi terhadap pelaku IKM dengan cara
Mengumpul dan Mengolah data para Pelaku IKM yang
berhak Melakukan Produksi Pada UPTD Sentra IKM;

J- Menyusun dan mempersiapkan data-data administrasi
Bagi Pelaku IKM yang akan menempati dan melakukan
Produksi pada UPTD Sentra IKM;

k.Melaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kegiatan UPTD Indusri Kecil dan Menengah untuk
menjadi perbaikan selanjutnya dalam pelaksanaan
tugas.

Pasal 13

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan
Urusan kepegawaian, surat menyurat, perjalanan Dinas,
keuangan, aset dan melaksanakan urusan rumah tangga
UPTD.

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kasubbag TU menyelenggarakan fungsi :

a. Menyusun Rencana Kerja kegiatan Unit Pelaksana
Teknis Dinas Sentra IKM;

b. Menginventarisasi dan menyusun rencana kebutuhan
peralatan bahan dan operasional Unit Pelaksana Teknis
Dinas Sentra IKM sesuai dengan ketentuan yang
berlaku untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas

c. Melaksanakan kegiatan, surat menyurat, dan Dokumen
kearsipan surat-surat Dinas sesuai ketentuan yang
berlaku untuk kelancaran dalam pelaksanan tugas;

d. Menelah serta mendokumentasikan Peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan
pelaksanaan kegiatan UPTD dengan menyusun pada file
yang tersedia untuk tercapainya pelaksanan tugas.

e. Menyimpan, memelihara, mengelola dan
mendistribusikan kebutuhan rumah tangga kantor
UPTD Sentra IKM,;

f. Mengndalikan pengelolaan surat - surat keluar yang
meliputi pencatatan, pengagendaan, pengiriman dan
penyimpanan arsip,

g. Memeriksa dan meneliti naskah dinas yang akan
ditandatangani oleh pimpinan dengan membubuhi paraf
terhadap naskah dinas yang telah dianggap benar agar
tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

h. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sesuai
dengan kebutuhan sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan pimpinan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

i. Melaksanakan infentarisasi, verifikasi dan pelaporan
pelaksanaan anggaran kepada pengelola keuangan di
instansi terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku
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j. Melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tata
Usaha UPTD. Sentra IKM secara berkala agar tercapai
sasaran kegiatan yang di harapkan;

k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan
pertanggung jawaban.

BAB IV
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

(1) Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil
Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi
dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

(2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional sebagai
Koordinator yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada
Kepala UPTD.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja.

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan
yvang berlaku.

BABV
TATA KERJA

Pasal 15
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Sub
Bagian dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan
masing-masing maupun antar satuan organisasi di
lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di
luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 16

Kepala UPTD wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya
masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil
langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 17
Kepala UPTD, memimpin dan mengoordinasikan bawahannya
masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk
terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 18

Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk
dan bertanggug jawab pada atasanya masing-masing dan
menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
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Pasal 19

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari
bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan
untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan
petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dibantu oleh
kepala satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka
pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan
rapat berkala.

BAB VI
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 21

(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam
jabatan struktural di lingkungan UPTD berpedoman pada
peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

(2) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas
usul Kepala Dinas.

(3) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.a.

(4) Kepala Sub Bagian pada UPTD merupakan jabatan eselon
IV.b.

(5) Pejabat eselon 1V.a dan Eselon IV.b dilingkungan UPTD
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala
Dinas.

(6) Formasi dan persyaratan jabatan pada UPTD ditetapkan
dengan Pereturan Bupati sesuai pedoman yang ditetapkan
oleh Pemerintah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan
Bupati Nomor 4 Tahun 2015 tentang Susunan Oganisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Pasar
pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Konawe
Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo

' pada tanggal J{3 Oktober 2017
SEk0s
AQWTW BUP KONAWE SELATAN,
ABas CPTALA £

——-H_\-——_\

DIN DANGGA
Diundangkan di Andoolo
pada tanggal | Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

9

Ir. Drs. H. SJARIF SAJANG, M.Si.
Pembina Utama Madya, Gol. IV/d
NIP. 19620730 198901 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2017 NOMOR :




LAMPIRAN 1: PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR :32 TAHUN 2017

TANGGAL : 13 oktoregr- 2017
TENTANG : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN,

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN KONAWE SELATAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLA PASAR
KABUPATEN KONAWE SELATAN

KEPALA UPTD
SUB BAGIAN
TATA USAHA
JABATAN
FUNGSIONAL

BUHATI KOWNAWE SELATAN,

A 7 —
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LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 32 TAHUN 2017

TANGGAL : 13 oktowee. 2017

TENTANG : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN KONAWE SELATAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
SENTRA INDUSTRI KECIL MENENGAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN

KEPALA UPTD
SUB BAGIAN
TATA USAHA
JABATAN
FUNGSIONAL

AAGTEN
kARAE ol sy

PAP KONAWE SELATAN,
Lerna N
‘—__-_-‘——_

Q H. SURU DIN DANGGA



